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Abstract. Blood services constitute a crucial component of the healthcare system because they are directly related to human 

safety and the fulfillment of the right to life and access to safe medical treatment. In practice, large-scale blood 

donation activities play a significant role in meeting national blood supply demands. Nevertheless, such activities also 

carry certain risks, including the potential transmission of diseases such as HIV if they are not conducted in 

accordance with established safety standards. Therefore, a clear legal framework is necessary to regulate the 

responsibilities of the Indonesian Red Cross as the institution responsible for organizing blood services. This study 

aims to examine the strengthening of legal regulations and the responsibility of the Indonesian Red Cross in ensuring 

the safety of donated blood, particularly in mass blood donation programs that may pose a risk of HIV transmission. 

The research applies a normative legal method using both historical and statutory approaches. The analysis is carried 

out through a comparison between the provisions contained in Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law 

Number 17 of 2023 concerning Health, along with various other regulations related to blood service administration 

and the protection of human rights. The findings indicate that Law Number 17 of 2023 provides stronger legal 

affirmation regarding safety, quality assurance, and supervision in the implementation of blood services compared to 

the previous regulatory framework. The strengthened responsibility of the Indonesian Red Cross (PMI) is no longer 

viewed solely as a humanitarian mission, but also as a legal obligation to safeguard human rights, particularly the 

right to life. The effectiveness of such protection largely depends on the proper implementation of legal provisions 

and consistent supervision to ensure safety throughout the blood transfusion process. 
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Abstrak. Pelayanan darah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena 

berkaitan langsung dengan keselamatan manusia serta pemenuhan hak untuk hidup dan memperoleh layanan 

kesehatan yang aman. Dalam pelaksanaannya, kegiatan donor darah massal memberikan kontribusi besar dalam 

memenuhi kebutuhan darah secara nasional. Namun demikian, kegiatan tersebut juga memiliki potensi risiko, salah 

satunya kemungkinan penularan penyakit seperti HIV apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan standar keamanan 

yang telah ditetapkan. Maka dengan ini diperlukan sebuah pengaturan hukum secara tegas yang mengatur mengenai 

tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan darah. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengkaji penguatan perkembangan pengaturan hukum serta tanggung jawab Palanng Merah 

Indonesia (PMI) untuk menjamin keamanan darah yang berasal dari pendonor, terlebih pada kegiatan donor darah 

massal yang memiliki potensi risiko penularan HIV. Metode penelitian yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. 

Analisis yang dilakukan melalui perbandingan antara ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan berbagai 

peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan darah dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023 memberikan penegasan yang lebih kuat terkait dengan aspek keamanan, mutu, dan pengawasan dalam 

pelaksanaan pelayanan darah apabila dibandingkan dengan pengaturan yang ada sebelumnya. Penguatan tanggung 

jawab Palang Merah Indonesia (PMI) tidak hanya dipandang sebagai bentuk pengabdian kemanusiaan, namun juga 

sebagai bentuk tanggung jawab hukum dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Efektivitas 

perlindungan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan ketentuan hukum secara tepat serta adanya pengawasan 

yang dilakukan secara konsisten guna menjamin keamanan dalam proses transfusi darah. 

Kata Kunci - Pelayanan Darah, Palang Merah Indonesia, Keamanan Darah, Donor Darah Massal, Hak Asasi Manusia. 
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I. PENDAHULUAN  

Pelayanan darah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena 

berkaitan langsung dengan keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Darah tidak hanya berfungsi sebagai 

komponen medis, tetapi juga sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak 

atas pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan bermutu. Darah  merupakan  komponen  penting  dalam  pelayanan  

kesehatan  yang sangat   dibutuhkan   untuk   berbagai   tindakan   medis,   seperti   penanganan kecelakaan, operasi, 

persalinan, dan pengobatan penyakit tertentu [1]. Jaminan terhadap hak tersebut secara konstitusional diatur dalam 

Pasal 28A dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [2], yang 

mewajibkan negara untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan 

berkualitas, termasuk dalam hal transfusi darah. Transfusi darah merupakan layanan penting dalam dunia kesehatan, 

yang berkontribusi signifikan terhadap pemulihan kesehatan pasien. Pelaksaan yang dilakukan di Indonesia dilakukan 

secara nasional atau biasa disebut dengan Donor Darah Massal, yang dimana Pemerintah bekerja sama dengan Palang 

Merah Indonesia (PMI). Palang Merah Indonesia memiliki kewenangan dan tugas yang mencakup berbagai tahapan, 

yang dimulai dari seleksi pendonor melalui screening administrasi, pengambilan darah, pemeriksaan dan pengolahan 

darah, hingga penyimpanan serta penyaluran darah kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan darah 

tersebut. Data dari Palang Merah Indonesia (PMI) menunjukkan bahwa kebutuhan darah nasional mencapai sekitar 

5,1 juta kantong per tahun, sementara pasokan yang tersedia hanya mampu memenuhi sekitar 70-80% dari kebutuhan 

tersebut [3]. Untuk memenuhi kebutuhan darah yang terus meningkat, PMI secara rutin menyelenggarakan kegiatan 

donor darah massal, baik bekerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Meskipun kegiatan 

donor darah massal memiliki manfaat besar dalam menjamin ketersediaan darah, kegiatan ini juga memiliki potensi 

risiko apabila tidak disertai dengan penerapan standar keamanan darah yang ketat dan konsisten. Risiko yang sangat 

serius dalam pelayanan donor darah adalah bentuk penularan penyakit yang ditularkan melalui kegiatan donor darah 

massal, khususnya Human Immunodeficiency Virus (HIV) [4].  

Penularan HIV melalui darah dapat terjadi ketika darah yang digunakan tidak melalui proses skrining dan 

pengujian yang sesuai dengan standar medis dan ketentuan hukum dengan baik, sehingga kondisi ini tidak hanya 

menimbulkan dampak kesehatan yang berat bagi penerima darah, tetapi juga berpotensi melanggar hak untuk hidup 

dan hak atas rasa aman. Keamanan darah menjadi aspek yang tidak dapat ditawar dalam pelayanan donor darah dan 

menuntut adanya tanggung jawab hukum yang jelas dari pihak penyelenggara pelayanan darah, termasuk Palang 

Merah Indonesia. Keamanan darah dalam perspektif hukum tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dan 

lembaga pelaksana pelayanan kesehatan serta ketersediaan darah merupakan kebutuhan penting dalam upaya 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan[5]. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan peraturan 

yang mampu menjamin kualitas dan keamanan darah dalam pelayanan kesehatan. Palang Merah Indonesia (PMI) 

sebagai pihak yang menjalankan pelayanan tersebut juga memiliki kewajiban hukum untuk menaati berbagai aturan 

serta melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkembangan kegiatan donor darah yang semakin luas serta 

meningkatnya kompleksitas risiko penyakit menular serta pentingnya kesehatan menuntut adanya pembaruan regulasi 

hukum secara berkelanjutan. Dalam pembaruan tersebut maka perlu kesesuaian dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, khususnya di bidang kesehatan, agar pada sistem pelayanan darah tetap mampu memberikan 

perlindungan yang terbaik untuk masyarakat. Perkembangan pengaturan pelayanan kesehatan di Indonesia dapat 

dilihat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 [6] tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 [7] tentang Kesehatan. Dengan adanya perubahan regulasi yang terjadi ini 

menunjukkan adanya dinamika dalam pengaturan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan darah dan pengawasan 

terhadap keamanan darah. Adanya perubahan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai sejauh mana 

regulasi yang ada telah secara tegas dan secara luas mengatur tanggung jawab hukum Palang Merah Indonesia (PMI).  

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait berbagai aspek kesehatan dan hukum, dari adanya keamanan 

transfusi darah, kerahasiaan medis, hingga peran lembaga pelayanan kesehatan. Namun, kajian-kajian tersebut masih 

berdiri secara terpisah dan belum memberikan analisis menyeluruh mengenai penguatan perkembangan tanggung 

jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyelenggaraan donor darah massal. Penelitian oleh Sanny Sanjaya 

(2009) tentang pemeriksaan donor darah menunjukkan bahwa skrining yang dilakukan Unit Pengelolaan Darah Palang 

Merah Indonesia (PMI) masih terbatas pada penyakit tertentu seperti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, dan sifilis, 

sehingga perlindungan terhadap pasien penerima transfusi belum sepenuhnya optimal karena masih ada potensi 

penyakit lain yang terlewat [8]. Di sisi lain, mengenai kerahasiaan medis pasien HIV/AIDS lebih banyak menyoroti 

persoalan etis dan hukum dalam menjaga informasi medis, tetapi tidak berkaitan langsung dengan aspek keamanan 

darah donor. Adapun penelitian oleh Muhammad Taufiq (2011) yang mengulas tanggung jawab hukum Palang Merah 

Indonesia dalam donor darah massal menegaskan adanya risiko meningkatnya darah tidak aman akibat tidak 

dilakukannya pemeriksaan awal secara ketat [9]. Dari keseluruhan penelitian tersebut tampak adanya kekosongan 

kajian, yaitu belum adanya penelitian yang secara spesifik dan komprehensif menelaah perkembangan tanggung jawab 
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hukum Palang Merah Indonesia dalam menjamin keamanan darah pada kegiatan donor massal yang berpotensi 

membawa risiko HIV. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perkembangan tanggung jawab hukum Palang Merah Indonesia 

dalam menjamin keamanan donor darah massal yang berisiko Human Immunodeficiency Virus (HIV), dengan 

mengintegrasikan kajian hukum normatif, risiko kesehatan masyarakat, serta praktik penyelenggaraan donor darah di 

lapanganPenelitian ini tidak hanya membahas kewajiban hukum Palang Merah Indonesia sebagaimana tercantum 

dalam berbagai regulasi kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Lebih dari itu, 

penelitian ini juga menganalisis efektivitas pelaksanaan proses skrining darah dalam kegiatan donor darah massal serta 

menelaah konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan secara optimal. Melalui 

pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai dinamika sekaligus kelemahan dalam 

pengaturan hukum yang mengatur tanggung jawab Palang Merah Indonesia, terutama yang berkaitan dengan upaya 

pencegahan penularan HIV melalui proses transfusi darah. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan sejumlah 

rekomendasi yang didasarkan pada perkembangan regulasi terbaru guna memperkuat perlindungan hukum serta 

meningkatkan jaminan keamanan dalam penyelenggaraan transfusi darah di Indonesia. 

 

Rumusan masalah:  

1. Bagaimana perkembangan pengaturan dan tanggung jawab hukum Palang Merah Indonesia (PMI) dalam 

menjamin keamanan darah pendonor pada kegiatan donor darah massal yang berpotensi mengandung HIV? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak atas pelayanan 

kesehatan, dalam pengaturan keamanan darah pendonor yang dikelola oleh Palang Merah Indonesia? 

3. Apakah pengaturan hukum yang berlaku saat ini telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang 

memadai terhadap keamanan darah pendonor, atau masih terdapat kekosongan, kelemahan, maupun pertentangan 

norma dalam regulasinya? 

Pertanyaan penelitian:  

Bagaimana perkembangan regulasi pelayanan darah di Indonesia dari masa ke masa, khususnya yang mengatur 

tanggung jawab Palang Merah Indonesia terhadap keamanan darah pendonor dalam kegiatan donor darah massal yang 

berpotensi mengandung HIV?  

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 3 Good Health and Well-Being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)  

https://sdgs.un.org/goals/goal3  

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma dan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab Palang Merah Indonesia dalam menjamin keamanan 

darah pendonor pada kegiatan donor darah massal yang berpotensi mengandung HIV. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan historis, dengan menelusuri perkembangan pengaturan pelayanan darah dari masa ke masa, 

khususnya melalui perbandingan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, guna melihat perubahan standar keamanan darah dan 

tanggung jawab hukum Palang Merah Indonesia serta UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan untuk 

mengetahui aturan dan kewenangan Palang Merah Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dengan menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [10], Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Pelayanan Darah [11], serta Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar pelayanan transfusi darah dan 

pencegahan HIV/AIDS. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai sejauh mana pengaturan 

tersebut telah memberikan perlindungan terhadap hak untuk hidup dan hak atas pelayanan kesehatan berupa darah 

yang aman, bermutu, dan berkualitas, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kekosongan, kelemahan, atau 

pertentangan norma dalam pengaturannya. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Pelayanan Darah dan Keamanan Transfusi di Indonesia 

Pelayanan darah menempati posisi yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena berkaitan 

langsung dengan upaya penyelamatan nyawa dan keberlangsungan hidup manusia [12]. Setiap proses transfusi darah 

mengandung risiko tinggi apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga keamanan darah menjadi faktor yang tidak 

dapat ditawar. Pengaturan hukum mengenai pelayanan darah dan keamanan transfusi memegang peranan penting 

sebagai dasar perlindungan bagi pasien maupun masyarakat secara luas [13]. Dalam perspektif hukum kesehatan di 

https://sdgs.un.org/goals/goal32
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Indonesia, pelayanan darah tidak hanya dipahami sebagai tindakan medis semata, melainkan juga sebagai bagian dari 

tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan perlindungan pasien. Adanya potensi penularan penyakit 

melalui transfusi darah, termasuk berbagai penyakit yang ditularkan melalui darah, menuntut penerapan standar 

pelayanan yang ketat disertai dengan sistem pengawasan yang jelas dan efektif. Adannya penyelenggaraan pelayanan 

darah harus diatur dengan sangat hati-hati, dan komprehensif, serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab 

oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses donor darah massal tersebut. Untuk menjamin agar pelayanan darah 

diselenggarakan secara aman, bermutu, dan tetap berlandaskan pada prinsip kemanusiaan tanpa tujuan komersial, 

negara menetapkan berbagai ketentuan hukum di bidang kesehatan. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam 

penyelenggaraan donor darah, pengolahan darah, hingga pelaksanaan transfusi kepada pasien. Seiring dengan 

perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan dan meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan keselamatan 

pasien, pengaturan hukum pelayanan darah juga mengalami penyesuaian. Hal ini tercermin dari peralihan pengaturan 

yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kemudian disempurnakan 

melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

 

Table 1. Perbandingan Pengaturan Pelayanan Darah di Indonesia 

Aspek Pengaturan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan 

Pengertian & 

Tujuan Pelayanan 

Darah 

Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan 

kesehatan yang memanfaatkan darah manusia 

untuk tujuan kemanusiaan dan tidak untuk 

tujuan komersial.  

(Pasal 86 ayat (1)). 

Pelayanan darah merupakan upaya 

kesehatan yang memanfaatkan darah 

manusia untuk tujuan kemanusiaan, 

penyembuhan penyakit, dan pemulihan 

kesehatan serta tidak untuk tujuan 

komersial.  

(Pasal 114 ayat (1)). 

Sumber Darah / 

Donor Darah 

Darah diperoleh dari pendonor darah sukarela 

yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi 

pendonor dengan mengutamakan Kesehatan 

pendonor. 

(Pasal 86 ayat (2)). 

Darah diperoleh dari donor darah sukarela 

yang sehat, memenuhi kriteria seleksi, dan 

atas persetujuan donor. 

(Pasal 114 ayat (2)). 

Kewajiban 

Pemeriksaan / 

Skrining Darah 

Darah yang diperoleh dari pendonor wajib 

dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk 

mencegah penularan penyakit. 

(Pasal 86 ayat (3)). 

Darah yang diperoleh dari donor wajib 

dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk 

menjaga mutu dan keamanan darah. 

(Pasal 114 ayat (3)). 

Penyelenggara 

Pelayanan Darah 

Penyelenggaraan donor darah dan 

pengolahan darah dilakukan oleh Unit 

Transfusi Darah (UTD) yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah, Pemda, dan/atau organisasi 

sosial di bidang kepalangmerahan (PMI). 

(Pasal 87 ayat (1) dan (2)). 

Pengelolaan darah dilakukan oleh Unit 

Pengelola Darah yang dapat 

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemda, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 

dan/atau organisasi kemanusiaan di bidang 

kepalangmerahan. 

(Pasal 116 ayat (1) dan (2)). 

Ruang Lingkup 

Pelayanan Darah 

Pelayanan transfusi darah meliputi 

perencanaan, pengerahan pendonor darah, 

penyediaan, pendistribusian darah, dan 

tindakan medis pemberian darah kepada 

pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit 

dan pemulihan Kesehatan. 

Pelayanan darah dibagi menjadi 

pengelolaan darah dan pelayanan transfusi 

darah dengan tahapan rinci mulai dari 

perencanaan hingga pendistribusian dan 

tindakan medis. 

(Pasal 115 ayat (1-4)). 
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(Pasal 88 ayat (1)). 

Standar dan 

Keselamatan 

Pelayanan Darah 

Pelayanan transfusi darah dilaksanakan 

dengan menjaga keselamatan penerima darah 

dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit 

melalui transfusi darah. 

(Pasal 88 ayat (2)). 

Pelayanan darah wajib menjaga 

keselamatan dan kesehatan donor darah, 

penerima darah, tenaga medis, dan tenaga 

kesehatan sesuai standar pelayanan darah. 

(Pasal 115 ayat (6)). 

Tanggung Jawab 

Pemerintah 

Pemerintah bertanggung jawab atas 

pelayanan darah yang aman, mudah diakses, 

dan sesuai kebutuhan masyarakat. 

(Pasal 90 ayat (1)). 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pelayanan darah yang aman, mudah 

diakses, dan sesuai kebutuhan Masyarakat. 

(Pasal 118 ayat (2)). 

Pembiayaan 

Pelayanan Darah 

Pemerintah menjamin pembiayaan 

penyelenggaraan pelayanan darah. 

(Pasal 90 ayat (2)). 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

menjamin pembiayaan penyelenggaraan 

pelayanan darah. 

(Pasal 118 ayat (1)). 

Larangan 

Komersialisasi 

Darah 

Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih 

apa pun. 

(Pasal 90 ayat (3)). 

Darah manusia dilarang diperjualbelikan 

dengan alasan apa pun. 

(Pasal 119). 

Pengolahan 

Komponen Darah 

/ Plasma 

Komponen darah dapat digunakan untuk 

penyembuhan dan pemulihan kesehatan, dan 

hasil pengolahannya dikendalikan oleh 

Pemerintah. 

(Pasal 91 ayat (1) dan (2)). 

Plasma dapat dikumpulkan, diolah, dan 

digunakan untuk produksi obat derivat 

plasma dengan pengendalian pemerintah 

dan tetap menjaga keselamatan donor. 

(Pasal 120 ayat (1-6)). 

Pengaturan 

Teknis Lanjutan 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan 

darah diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(Pasal 92). 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan 

darah juga diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

(Pasal 122). 

 

Pelayanan darah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menyatakan bahwa pelayanan darah merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 

semata-mata untuk tujuan kemanusiaan dan tidak bersifat komersial. Undang-undang tersebut juga menegaskan 

bahwa darah yang digunakan dalam pelayanan kesehatan harus berasal dari pendonor sukarela yang sehat serta telah 

memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan kondisi kesehatan 

pendonor. Untuk menjamin keamanan dalam proses transfusi, setiap darah yang diperoleh dari pendonor wajib 

melalui pemeriksaan laboratorium guna mencegah kemungkinan adanya terjadi penularan penyakit.. 

Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial di bidang kepalangmerahan, yaitu Palang Merah Indonesia 

(PMI). Ruang lingkup pelayanan transfusi darah dalam UU No. 36 Tahun 2009 mencakup perencanaan, pengerahan 

pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, serta tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan 

penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Dalam penyelenggaraan pelayanan transfusi darah harus mampu menjamin 

keselamatan penerima darah maupun tenaga kesehatan dari potensi risiko penularan penyakit. Undang-undang 

tersebut juga menegaskan adanya tanggung jawab pemerintah untuk memastikan terselenggaranya pelayanan darah 

yang aman, mudah diakses, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal kemudahan dalam 

penyelenggaraan pelayanan darah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 secara tegas melarang praktik jual beli 

darah dengan alasan apa pun dan menetapkan bahwa pengolahan komponen darah berada di bawah pengawasan 
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pemerintah. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis terkait pelayanan darah kemudian ditetapkan melalui 

Peraturan Pemerintah. 

Selanjutnya, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai penyempurnaan terhadap pengaturan 

pelayanan darah yang telah ada. Undang-undang ini memperluas pengertian dan tujuan pelayanan darah, tidak hanya 

untuk tujuan kemanusiaan, tetapi juga secara tegas untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, dengan 

tetap mempertahankan prinsip nonkomersial. Darah tetap dapat diperoleh dari donor darah sukarela yang sehat dan 

memenuhi kriteria seleksi yang ada, namun di dalam UU ini juga menambahkan adanya unsur persetujuan donor 

sebagai bentuk penguatan perlindungan hak donor dan penerapan prinsip persetujuan tindakan medis. Pada aspek 

keamanan darah yang tercantum pada UU No. 17 Tahun 2023 mewajibkan pemeriksaan laboratorium terhadap darah 

yang diperoleh dari donor tidak hanya untuk mencegah penularan penyakit, tetapi juga untuk menjaga mutu dan 

keamanan darah. Pengaturan mengenai penyelenggara pelayanan darah juga diperluas melalui pengenalan Unit 

Pengelola Darah, yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan 

kesehatan, dan/atau organisasi kemanusiaan di bidang kepalangmerahan. Hal ini menunjukkan adanya perluasan 

peran penyelenggara pelayanan darah agar lebih terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan. Ruang lingkup 

pelayanan darah dalam UU No. 17 Tahun 2023 diatur secara lebih rinci dengan membedakan antara pengelolaan 

darah dan pelayanan transfusi darah, mulai dari tahap perencanaan hingga pendistribusian dan tindakan medis 

pemberian darah. Dari sisi standar dan keselamatan, undang-undang ini menegaskan kewajiban untuk menjaga 

keselamatan dan kesehatan donor darah, penerima darah, tenaga medis, dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar 

pelayanan darah. Tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan darah ditegaskan berada pada Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, termasuk dalam menjamin pembiayaannya. Larangan komersialisasi darah tetap dipertahankan, 

dan pengaturan mengenai pengolahan plasma untuk produksi obat derivat plasma diatur secara lebih spesifik dengan 

tetap berada di bawah pengendalian pemerintah dan memperhatikan keselamatan donor. Seperti halnya UU 

sebelumnya, ketentuan teknis lanjutan tetap diatur melalui Peraturan Pemerintah. 

Perkembangan pengaturan pelayanan darah dari UU No. 36 Tahun 2009 ke UU No. 17 Tahun 2023 juga 

berimplikasi pada penguatan tanggung jawab hukum Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjamin keamanan 

darah, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan donor darah massal yang memiliki potensi risiko penularan penyakit 

menular seperti HIV. Dalam peraturan UU No. 36 Tahun 2009, PMI menempati posisi yang cukup dominan sebagai 

organisasi kepalangmerahan yang menyelenggarakan Unit Transfusi Darah. Maka dengan kedudukan tersebut, 

Palang Merah Indonesia (PMI) memiliki tanggung jawab utama dalam seluruh rangkaian pelayanan darah, mulai dari 

pengerahan pendonor atau screening administrasi, pengambilan darah, hingga pelaksanaan pemeriksaan laboratorium 

sebagai upaya pencegahan penularan penyakit melalui transfusi darah. Menjadi sebuah hal yang wajib jika 

pemeriksaan darah yang diatur dalam undang-undang ini menegaskan bahwa Palang Merah Indonesia (PMI) harus 

memerlukan kepastian pada setiap darah yang diperoleh, termasuk dari kegiatan donor darah massal, telah memenuhi 

persyaratan keamanan sebelum digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya, melalui UU No. 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan, tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjamin keamanan darah tidak hanya 

dipertahankan, tetapi juga diperkuat dan diperluas dalam kerangka sistem pelayanan darah yang lebih terintegrasi.  

Palang Merah Indonesia (PMI) kini tidak lagi menjadi satu-satunya penyelenggara pelayanan darah, Palang 

Merah Indonesia (PMI) tetap diakui sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pengelolaan darah. Pada donor 

darah massal, Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai penyelenggara atau pelaksana pada setiap adanya kegiatan agar 

tetap berkewajiban menjamin mutu dan keamanan darah melalui penerapan skrining wajib serta standar pelayanan 

darah yang ketat. Penekanan pada aspek mutu dan keamanan darah dalam UU ini menunjukkan bahwa pencegahan 

penularan HIV tidak hanya dipahami sebagai kewajiban teknis medis, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang 

melekat pada penyelenggara pelayanan darah. Dalam praktik donor darah massal terjadi kelalaian, baik dalam proses 

seleksi pendonor, pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, maupun pengawasan mutu darah yang berpotensi 

menyebabkan darah terinfeksi HIV lolos dan ditransfusikan kepada pasien, maka Palang Merah Indonesia (PMI) 

dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkembangan pengaturan ini 

menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari sekadar pengaturan teknis pelayanan darah menuju penguatan 

akuntabilitas hukum penyelenggara, termasuk PMI, dalam rangka melindungi keselamatan penerima darah dan 

menjamin hak atas pelayanan kesehatan yang aman. Dengan kata lain, UU No. 17 Tahun 2023 tidak hanya 

memperluas pengaturan pelayanan darah, tetapi juga mempertegas konsekuensi hukum bagi penyelenggara 

pelayanan darah apabila standar keamanan tidak dipenuhi. 

 

B. Kewenangan Palang Merah Indonesia dalam Pelayanan Darah sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi 

Manusia 

Kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyelenggaraan pelayanan darah tidak semata-mata dapat 

dipandang sebagai pelaksanaan tugas teknis di bidang kesehatan. Kewenangan tersebut memiliki dimensi yang lebih 

luas karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup serta hak setiap 

individu untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan layak. Pada setiap proses dalam pelayanan 
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darah, mulai dari penghimpunan darah dari pendonor, pengolahan, hingga pendistribusian darah kepada pasien, 

mengandung risiko yang dapat berdampak sangat serius terhadap keselamatan manusia. Dengan adanya seluruh 

rangkaian kegiatan tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka hukum yang jelas, terukur, dan dapat 

dipertanggungjawabkan sebab akibatnya. Sebagai organisasi kepalangmerahan yang secara resmi dan diakui dalam 

sistem hukum kesehatan nasional, Palang Merah Indonesia (PMI) diberikan peran dan kewenangan tertentu dalam 

menyelenggarakan pelayanan darah. Kepastian hukum ini menempatkan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai salah 

satu institusi utama yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan darah bagi masyarakat di Indonesia.  

Selain itu, pada posisi tersebut juga membawa konsekuensi berupa tanggung jawab moral dan hukum yang besar, 

terutama dalam menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan darah yang dikelola dan disalurkan kepada pasien. Pada 

pelaksanaannya, kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam pelayanan darah tidak bersifat tetap dan tertutup, 

melainkan terus mengalami penyesuaian seiring dengan adanya perkembangan kebijakan hukum dan kebutuhan 

pelayanan kesehatan nasional. Perubahan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menuju Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat sistem 

pelayanan darah secara lebih komprehensif. Perkembangan regulasi ini dapat berdampak pada kedudukan dan peran 

Palang Merah Indonesia (PMI). Namun ttidak hanya itu, dalam aspek teknis penyelenggaraan pelayanan darah juga 

dalam pola tanggung jawabnya terhadap perlindungan hak-hak penerima darah. Dengan semakin tegasnya pengaturan 

mengenai standar keamanan, mutu, dan pengawasan pelayanan darah, kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) 

pun diiringi dengan tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi, sejalan dengan tujuan negara dalam menjamin pemenuhan 

hak atas kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia secara berkelanjutan. 

 

Tabel 2. Tabel Perbandingan Kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Pelayanan Darah UU No. 36 

Tahun 2009 dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

Kriteria Kewenangan 

PMI 

UU No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

UU No. 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan 

Kedudukan PMI 

dalam pelayanan 

darah 

PMI diakui sebagai organisasi sosial 

kepalangmerahan yang dapat 

menyelenggarakan Unit Transfusi Darah 

(UTD). 

(Pasal 87 ayat (2)) 

PMI diakui sebagai penyelenggara 

pelayanan darah, namun bukan satu-satunya 

pihak yang berwenang. 

(Pasal 116 ayat (2)) 

Kewenangan 

pengelolaan donor 

darah 

PMI berwenang melakukan pengerahan 

pendonor, pengambilan darah, 

pengolahan, penyimpanan, dan 

pendistribusian darah. 

(Pasal 87 ayat (1) jo. Pasal 88 ayat (1)) 

Pengelolaan darah dilakukan oleh Unit 

Pengelola Darah yang dapat 

diselenggarakan oleh PMI, Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, Fasyankes. 

(Pasal 115 ayat (1-4), Pasal 116 (1)) 

Sifat kewenangan 

PMI 

Secara normatif dan faktual PMI 

memiliki peran dominan dalam pelayanan 

darah. 

(Pasal 87) 

Kewenangan PMI tidak bersifat eksklusif, 

kedudukannya setara dengan penyelenggara 

lain yang memenuhi syarat. 

(Pasal 116 ayat (1-2)) 

Kewajiban skrining 

darah (HIV dan 

penyakit menular) 

PMI wajib melakukan pemeriksaan darah 

untuk mencegah penularan penyakit. 

(Pasal 86 ayat (3)) 

PMI sebagai penyelenggara wajib 

menjamin mutu dan keamanan darah 

melalui skrining wajib. 

(Pasal 114 ayat (3)) 

Kewajiban menjamin 

keselamatan 

penerima darah 

Pelayanan transfusi darah wajib 

menjamin keselamatan penerima dari 

penularan penyakit. 

(Pasal 88 ayat (2)) 

Pelayanan darah wajib menjamin 

keselamatan donor, penerima darah, dan 

tenaga kesehatan. 

(Pasal 115 ayat (6)) 
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Pengawasan terhadap 

PMI 

Pemerintah melakukan pembinaan dan 

pengawasan atas pelayanan darah. 

(Pasal 90 ayat (1)) 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

melakukan pengawasan ketat berbasis mutu 

dan manajemen risiko. 

(Pasal 118 ayat (2)) 

Tanggung jawab 

pembiayaan 

pelayanan darah 

Pemerintah menjamin pembiayaan 

pelayanan darah. 

(Pasal 90 ayat (2)) 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

menjamin pembiayaan pelayanan darah. 

(Pasal 118 ayat (1)) 

 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Palang Merah 

Indonesia (PMI) ditempatkan sebagai organisasi kepalangmerahan yang memiliki kewenangan untuk 

menyelenggarakan Unit Transfusi Darah. Dalam pengaturan tersebut, PMI memegang peranan yang cukup signifikan 

dalam penyelenggaraan pelayanan darah. Kewenangan yang telah dimiliki meliputi berbagai kegiatan, seperti mulai 

dari pengerahan pendonor darah, proses pengambilan darah, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian darah 

kepada pihak yang membutuhkan darah. Peran tersebut dapat menunjukkan bahwa secara normatif Palang Merah 

Indonesia (PMI) menjadi aktor utama dalam sistem pelayanan darah. Seiring dengan kewenangan tersebut, Palang 

Merah Indonesia (PMI) juga dibebani kewajiban untuk melakukan pemeriksaan darah guna mencegah penularan 

penyakit menular, termasuk HIV, serta memastikan keselamatan penerima darah. Dalam pelaksanaan pelayanan darah 

ini berada pada pembinaan dan pengawasan pemerintah, yang sekaligus memiliki kewajiban untuk menjamin 

pembiayaan. Pengaturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan. Dalam undang-undang ini, Palang Merah Indonesia (PMI) tetap diakui sebagai salah satu 

penyelenggara pelayanan darah, namun kedudukannya tidak lagi bersifat tunggal. Penyelenggaraan pelayanan dan 

pengelolaan darah dapat dilakukan oleh Unit Pengelola Darah yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia 

(PMI) bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui 

pengaturan ini, kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) ditempatkan sejajar dengan penyelenggara lain yang telah 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Meskipun demikian, penguatan tanggung jawab Palang Merah Indonesia 

(PMI) dalam menjamin mutu dan keamanan darah tetap melekat, termasuk kewajiban untuk melakukan skrining darah 

secara menyeluruh dan lengkap. Undang-undang ini juga memperluas adanya perlindungan dengan menegaskan 

kewajiban untuk menjaga keselamatan pendonor darah, penerima darah, serta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang 

terlibat dalam proses pelayanan darah agar terjamin dengan baik kwalitas darahnya. 

Selain itu, UU No. 17 Tahun 2023 memperketat mekanisme pengawasan terhadap pelayanan darah melalui peran 

aktif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan pendekatan yang lebih menekankan pada mutu dan 

pengelolaan risiko. Tanggung jawab pembiayaan pelayanan darah tetap dijamin oleh negara, sehingga pelayanan 

darah tidak dibebankan kepada masyarakat [14]. Secara keseluruhan maka perubahan pengaturan ini menunjukkan 

bahwa peran PMI tidak dikurangi, melainkan disesuaikan dengan sistem pelayanan darah yang lebih terkoordinasi. 

Dari yang semula bersifat dominan, kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) kini ditempatkan dalam kerangka 

kerja bersama, dengan tanggung jawab hukum yang tetap kuat dalam menjamin keamanan darah sebagai bagian dari 

perlindungan hak atas kesehatan dan hak untuk hidup. Perkembangan kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) 

dalam pelayanan darah sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2023 tidak dapat 

dilepaskan dari dimensi hak asasi manusia. Kewenangan yang diberikan kepada PMI tidak hanya berkaitan dengan 

aspek teknis pelayanan darah, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum yang erat kaitannya dengan pemenuhan 

dan perlindungan hak dasar Masyarakat. Maka untuk memahami lebih jauh implikasi dari kewenangan tersebut, perlu 

dikaji bagaimana tanggung jawab PMI dalam pelayanan darah ditempatkan dalam perspektif hak asasi manusia, 

khususnya hak atas kesehatan dan hak untuk hidup. Dalam konteks tersebut, Tabel 3 berikut menggambarkan 

keterkaitan antara dasar konstitusional, pengaturan dalam undang-undang hak asasi manusia, serta ketentuan dalam 

undang-undang kesehatan dengan tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjamin keamanan 

pelayanan darah. 
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Tabel 3. Tanggung Jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Pelayanan Darah dalam Perspektif Hak Asasi 

Manusia 

Aspek HAM Dasar 

Konstitusional 

(UUD 1945) 

UU HAM (UU No. 

39 Tahun 1999) 

UU Kesehatan (UU No. 

36 Tahun 2009 & UU 

No. 17 Tahun 2023) 

Implikasi terhadap 

Tanggung Jawab 

PMI 

Hak atas 

kesehatan 

Pasal 28H ayat 

(1): setiap orang 

berhak 

memperoleh 

pelayanan 

kesehatan 

Pasal 9 ayat (3): 

setiap orang berhak 

atas lingkungan 

hidup dan 

kesehatan yang baik 

UU 36/2009 menegaskan 

kesehatan sebagai HAM; 

UU 17/2023 menegaskan 

hak atas pelayanan 

kesehatan yang aman dan 

bermutu 

PMI wajib 

menyelenggarakan 

pelayanan darah yang 

aman dan bermutu 

sebagai bagian dari 

pemenuhan hak atas 

kesehatan 

Hak untuk 

hidup 

Pasal 28A dan 

Pasal 28H ayat 

(1) 

Pasal 9 ayat (1): 

setiap orang berhak 

untuk hidup dan 

mempertahankan 

hidup 

Pelayanan darah wajib 

menjamin keselamatan 

penerima dan mencegah 

penularan penyakit 

Kelalaian PMI dalam 

menjamin keamanan 

darah berpotensi 

melanggar hak hidup 

penerima darah 

Keamanan 

darah sebagai 

perlindungan 

HAM 

Pasal 28H ayat 

(1) 

Pasal 71: negara 

wajib melindungi 

dan memenuhi 

HAM 

UU 36/2009 mewajibkan 

pemeriksaan 

laboratorium darah; UU 

17/2023 mewajibkan 

jaminan mutu dan 

keamanan di seluruh 

tahapan 

PMI bertanggung 

jawab memastikan 

skrining dan pengujian 

darah dilakukan secara 

optimal 

Kewajiban 

negara dalam 

HAM 

Pasal 28I ayat (4): 

perlindungan 

HAM adalah 

tanggung jawab 

negara 

Pasal 71 dan Pasal 

72 

Pemerintah bertanggung 

jawab atas ketersediaan 

dan keamanan pelayanan 

darah 

PMI bertindak sebagai 

perpanjangan tangan 

negara dalam 

pemenuhan hak atas 

kesehatan 

Peran PMI 

dalam sistem 

HAM 

Pasal 28H ayat 

(1) 

Pasal 9 dan Pasal 71 PMI diakui sebagai 

penyelenggara pelayanan 

darah dalam sistem 

kesehatan nasional 

Tanggung jawab PMI 

tidak hanya moral, 

tetapi juga hukum 

dalam konteks HAM 

Kelalaian 

sebagai potensi 

pelanggaran 

HAM 

Pasal 28A dan 

28H ayat (1) 

Pasal 9 dan Pasal 66 

(hak atas keadilan) 

Pasien berhak menuntut 

ganti rugi atas kelalaian 

pelayanan kesehatan 

Penularan HIV akibat 

transfusi darah dapat 

dikualifikasikan 

sebagai pelanggaran 

HAM 

Hak atas 

perlindungan 

hukum dan 

ganti rugi 

Pasal 28D ayat 

(1) 

Pasal 66: hak 

mengajukan upaya 

hukum 

UU 36/2009 dan UU 

17/2023 membuka 

mekanisme 

pertanggungjawaban 

PMI dapat dimintai 

tanggung jawab 

perdata, administratif, 

atau pidana 

Penguatan 

akuntabilitas 

sebagai 

perlindungan 

HAM 

Pasal 28I ayat (4) Pasal 71 UU 17/2023 

menempatkan pelayanan 

darah sebagai layanan 

berisiko tinggi 

Penegakan tanggung 

jawab hukum PMI 

menjadi instrumen 

perlindungan HAM 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam 

penyelenggaraan pelayanan darah tidak terlepas dari kerangka perlindungan hak asasi manusia. Hak atas kesehatan 

menjadi landasan utama yang menempatkan pelayanan darah sebagai bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konstitusi sangat jelas telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, dan jaminan tersebut semakin dipertegas melalui ketentuan dalam 

Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang mengakui hak setiap individu untuk memperoleh kondisi kesehatan yang 

baik. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan di bidang kesehatan yang 

menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi yang harus dilindungi sekaligus menekankan pentingnya 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Palang Merah Indonesia (PMI) memiliki kewajiban 

hukum untuk memastikan bahwa adanya penyelenggaraan pelayanan darah dapat dilaksanakan sesuai dengan standar 

keamanan dan mutu terbaik yang telah ditetapkan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak atas kesehatan dan hak 

untuk hidup bagi manusia. Hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi dan diperkuat dengan melalui berbagai peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Dalam praktik pelayanan kesehatan, pelaksanaan 

transfusi darah harus mampu menjamin keselamatan pasien penerima sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya 

penularan penyakit melalui darah yang ditransfusikan. Apabila terjadi kelalaian dalam memastikan keamanan darah, 

maka dampaknya tidak hanya berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan, tetapi juga dapat menimbulkan 

ancaman terhadap hak untuk hidup bagi penerima transfusi darah. 

Perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya 

pergeseran pandangan terhadap pelayanan darah. Pelayanan tersebut tidak lagi dipandang semata-mata sebagai 

kegiatan teknis dalam bidang kesehatan, melainkan juga sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak-hak 

dasar warga negara seperti hak asasi manusia dan hak untuk hidup. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2023 memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap aspek keamanan, mutu pelayanan, manajemen risiko, 

serta pengawasan yang lebih ketat. Penegasan tersebut menunjukkan adanya peningkatan standar perlindungan bagi 

masyarakat, khususnya bagi penerima darah yang berada dalam kondisi rentan. Penguatan regulasi tersebut juga 

tercermin dari perluasan cakupan subjek yang memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tidak hanya diberikan 

kepada penerima darah, tetapi juga meliputi para pendonor serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pelayanan darah. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan 

yang lebih menyeluruh dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan sekaligus hak untuk hidup. Dalam konteks 

tersebut, kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyelenggaraan pelayanan darah tidak semata-mata 

bersifat administratif, melainkan juga merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin 

terpenuhinya hak konstitusional warga negara..  

Hak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta diperkuat melalui ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, peran PMI dalam pelayanan 

darah memiliki dimensi hukum yang erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Penggolongan pelayanan 

darah sebagai layanan kesehatan yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

semakin menegaskan bahwa setiap kelalaian dalam proses skrining, pengolahan, maupun pendistribusian darah dapat 

berimplikasi langsung terhadap hak hidup seseorang. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan serta 

akuntabilitas yang diatur dalam undang-undang terbaru dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Penguatan tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi semakin 

jelas dan terukur, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelayanan kesehatan, tetapi juga menyangkut 

terhadap perlindungan hak asasi manusia. 

Penguatan perkembangan tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjamin keamanan darah 

yang akan ditransfusikan memiliki hak asasi manusia yang sangat kuat. Keamanan darah dapat dipandang sebagai 

salah satu bentuk nyata dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk 

melindungi serta memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas Kesehatan dan hak untuk hidup. 

Kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai pengaturan yang mewajibkan dilakukannya pemeriksaan 

laboratorium terhadap darah, serta penerapan standar jaminan mutu dan keamanan pada setiap tahapan 

penyelenggaraan pelayanan darah. Palang Merah Indonesia (PMI) bertanggung jawab memastikan bahwa proses 

skrining dan pengujian darah dilakukan secara optimal guna mencegah risiko penularan penyakit kepada penerima 

darah [15]. Tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara dalam 

pemenuhan hak asasi manusia [16]. Negara bertanggung jawab atas ketersediaan dan keamanan pelayanan darah bagi 

masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Palang Merah Indonesia (PMI) berperan sebagai pelaksana 

yang menjalankan fungsi negara di bidang pelayanan darah. Peran Palang Merah Indonesia (PMI) dapat dipandang 

sebagai perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan, sehingga tanggung jawabnya 

tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga bersifat publik dan hukum. 
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Palang Merah Indonesia (PMI) memiliki posisi penting dalam sistem hak asasi manusia karena diakui sebagai 

penyelenggara pelayanan darah dalam sistem kesehatan nasional [17]. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa 

kedudukan Palang Merah Indonesia (PMI) tidak hanya terbatas pada kegiatan yang bersifat sukarela semata, tetapi 

juga memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem pelayanan kesehatan. Penguatan perkembangan tanggung jawab 

Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyelenggaraan pelayanan darah tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai 

kemanusiaan dan moral, tetapi juga melekat sebagai kewajiban hukum dalam rangka melindungi hak asasi manusia. 

Dalam perspektif hak asasi manusia, kelalaian dalam pelaksanaan pelayanan darah dapat menimbulkan konsekuensi 

yang serius. Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Apabila 

terjadi penularan penyakit, seperti HIV, yang disebabkan oleh transfusi darah yang tidak aman, maka kondisi tersebut 

dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penerima darah juga memiliki hak untuk 

memperoleh keadilan serta perlindungan hukum apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh adanya kelalaian 

dalam pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan darah harus dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap manusia. Dalam konteks 

perlindungan hukum, sistem hukum memberikan ruang bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban atas 

kelalaian yang terjadi dalam pelayanan darah. Peraturan di bidang kesehatan menyediakan mekanisme 

pertanggungjawaban yang dapat ditempuh melalui jalur perdata, administratif, maupun pidana. Palang Merah 

Indonesia (PMI) dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya 

untuk menjamin keamanan darah. Penguatan akuntabilitas Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi bagian penting 

dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.. Pelayanan darah diposisikan sebagai layanan kesehatan yang memiliki 

tingkat risiko tinggi, sehingga menuntut standar kehati-hatian dan pengawasan yang ketat. Penegakan tanggung jawab 

hukum terhadap Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi instrumen penting untuk memastikan perlindungan hak atas 

kesehatan dan hak untuk hidup, sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dalam pelayanan 

darah [18]. 

Dengan adanya penegasan bahwa tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam pelayanan darah tidak 

hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan hak asasi manusia, maka pelaksanaannya di tingkat 

operasional perlu diukur melalui indikator yang jelasIndikator-indikator tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh 

mana kewenangan dan tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) benar-benar dijalankan secara akuntabel serta 

selaras dengan perlindungan hak atas kesehatan dan hak untuk hidup sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dalam 

pelayanan kesehatan, khususnya pada pelayanan transfusi darah, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan 

untuk menilai pelaksanaan tugas oleh petugas pelayanan kesehatan di lingkungan Palang Merah Indonesia (PMI). 

Indikator pertama yang berkaitan dengan aspek legalitas dan kewenangan kelembagaan. Secara hukum, Palang Merah 

Indonesia (PMI) diakui sebagai perhimpunan nasional di bidang kepalangmerahan yang bersama pemerintah 

menyelenggarakan berbagai kegiatan kemanusiaan, termasuk pelayanan darah. Pengakuan tersebut menegaskan 

bahwa penyelenggaraan pelayanan darah oleh PMI hanya dapat dilakukan melalui Unit Transfusi Darah (UTD) yang 

telah memenuhi persyaratan serta memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. Petugas pelayanan kesehatan 

Palang Merah Indonesia (PMI) wajib menjalankan tugasnya dalam struktur kelembagaan yang sah dan sesuai standar 

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Indikator kedua berkaitan dengan kompetensi dan 

profesionalitas petugas pelayanan kesehatan [19].  

Pelayanan darah merupakan pelayanan kesehatan yang memiliki tingkat risiko tinggi, sehingga hanya dapat 

dilakukan oleh petugas yang memiliki kualifikasi, keahlian, dan kewenangan yang sesuai dengan standar playanan 

transfusi darah. Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, 

memahami secara jelas kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, serta mematuhi standar pelayanan transfusi 

darah yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan peran PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang turut berkontribusi 

dalam pelayanan kesehatan masyarakat dengan menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama. Selain 

itu, indikator ketiga berkaitan dengan pelaksanaan skrining darah terhadap berbagai penyakit menular, termasuk HIV. 

Setiap darah yang diperoleh dari pendonor wajib melalui proses pemeriksaan dan uji saring sebelum digunakan atau 

didistribusikan. Kewajiban skrining ini merupakan bentuk perlindungan terhadap penerima darah sekaligus cerminan 

kualitas pelayanan transfusi darah. Petugas pelayanan kesehatan Palang Merah Indonesia (PMI) harus melaksanakan 

proses skrining secara cermat, konsisten, dan sesuai dengan standar, karena kelalaian pada tahap ini berpotensi 

menimbulkan dampak serius bagi keselamatan pasien dan dapat berimplikasi pada pelanggaran hak atas kesehatan 

maupun hak untuk hidup [20]. 

Indikator keempat yang berkaitan dengan adanya upaya penjaminan mutu serta keselamatan darah. Dalam hal 

ini, petugas Palang Merah Indonesia (PMI) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa darah yang dikelola, 

disimpan, dan didistribusikan telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan 

dalam penyelenggaraan pelayanan darah harus dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk 

meminimalkan adanya potensi risiko kesehatan bagi penerima transfusi darah. Jaminan mutu tersebut tidak hanya 

mencerminkan kepatuhan terhadap standar teknis yang berlaku, tetapi juga menjadi wujud nyata dari tanggung jawab 

Palang Merah Indonesia (PMI) dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang kesehatan. 



12 | Page 

 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the 

Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are 

credited, and the preprint server is cited per academic standards. 

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply 

with these terms is not permitted. 

Pada indikator kelima berkaitan dengan kepatuhan terhadap mekanisme pengawasan serta akuntabilitas. 

Penyelenggaraan pelayanan transfusi darah oleh Palang Merah Indonesia (PMI) berada dalam kerangka pembinaan 

dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan pelayanan darah 

harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan 

administratif.. Petugas pelayanan kesehatan Palang Merah Indonesia (PMI) wajib mematuhi mekanisme pelaporan, 

evaluasi, dan pengawasan yang berlaku. Kepatuhan terhadap sistem pengawasan ini menjadi penting untuk 

memastikan bahwa pelayanan darah berjalan sesuai standar, sekaligus sebagai sarana penguatan akuntabilitas Palang 

Merah Indonesia (PMI) dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara pelayanan darah yang bertanggung 

jawab secara hukum dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia [21]. 

 

C. Implikasi Perubahan Pengaturan Hukum terhadap Kepastian dan Perlindungan Keamanan Darah 

Pendonor oleh Palang Merah Indonesia (PMI) 

Perkembangan regulasi di sektor kesehatan berimplikasi langsung pada cara pelayanan darah diatur serta pada 

pembagian peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI). Untuk 

melihat sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku saat ini mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

terhadap keamanan darah pendonor, diperlukan kajian perbandingan antara pengaturan yang berlaku sebelumnya dan 

pengaturan yang berlaku saat ini. Melalui perbandingan tersebut, dapat ditelusuri apakah terjadi penguatan norma, 

perubahan penekanan, atau justru masih terdapat celah dan kelemahan dalam pengaturan mengenai tanggung jawab 

PMI dalam pelayanan darah. Tabel berikut disajikan untuk menggambarkan perubahan pengaturan pelayanan darah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

 

Tabel 4. Perbandingan Perubahan Tingkat Pengaturan dan Tanggung Jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam 

Pelayanan Darah Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 dan UU Nomor 17 Tahun 2023 
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Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan darah 

ditempatkan sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk tujuan kemanusiaan dan 

secara tegas dilarang untuk kepentingan komersial. Darah diperoleh dari pendonor yang bersifat sukarela, sehat, dan 

memenuhi kriteria seleksi dengan mengutamakan perlindungan terhadap kesehatan pendonor [22]. Untuk menjamin 

keamanan transfusi, setiap darah yang diperoleh wajib melalui pemeriksaan laboratorium sebelum digunakan, dengan 

tujuan mencegah penularan penyakit kepada penerima darah. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan donor 

darah dan pengolahan darah dilakukan melalui Unit Transfusi Darah yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial di bidang kepalangmerahan, di mana Palang Merah Indonesia (PMI) 

memiliki peran yang relatif sentral. Ruang lingkup pengelolaan darah diatur secara umum, mencakup kegiatan donor, 

pengolahan, dan transfusi darah. Pemerintah juga memikul tanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan darah 

yang aman, mudah diakses, serta menjamin pembiayaannya [23]. 

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir dengan membawa penyempurnaan 

terhadap pengaturan tersebut. Pelayanan darah tetap ditegaskan sebagai upaya kesehatan yang berorientasi pada nilai 

kemanusiaan dan tetap bersifat nonkomersial, namun diperluas tujuannya untuk mendukung penyembuhan dan 

pemulihan kesehatan [24]. Pengaturan mengenai donor darah diperjelas dengan menegaskan bahwa donor harus 

dilakukan secara sukarela, oleh pendonor yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi, serta dilandasi oleh persetujuan 

donor sebagai bentuk perlindungan hak individu. Dalam aspek keamanan, kewajiban pemeriksaan laboratorium tidak 

hanya diarahkan pada pencegahan penularan penyakit, tetapi juga untuk menjamin mutu dan keamanan darah secara 
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menyeluruh [25]. UU Nomor 17 Tahun 2023 juga memperluas pengaturan mengenai penyelenggara pelayanan darah. 

Pengelolaan darah dapat dilakukan oleh unit pengelola darah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan/atau organisasi kemanusiaan di bidang kepalangmerahan. 

Dengan pengaturan ini, peran PMI tetap diakui, namun tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya atau pihak yang 

dominan.  

Ruang lingkup pengelolaan darah diatur secara lebih rinci dan teknis, meliputi seluruh tahapan mulai dari 

perencanaan, pengerahan donor, seleksi, pengambilan darah, pengujian, pengolahan, penyimpanan, hingga 

pendistribusian darah. Perincian tersebut meningkatkan standar kehati-hatian dan akuntabilitas bagi setiap 

penyelenggara pelayanan darah. Selain itu, tanggung jawab pemerintah dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 diperkuat 

secara signifikan [26] . Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab atas pembiayaan, 

tetapi juga atas ketersediaan, mutu, keamanan, dan aksesibilitas pelayanan darah. Penguatan peran negara ini 

berimplikasi pada peningkatan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara pelayanan darah, termasuk Palang Merah 

Indonesia (PMI) [27]. Secara keseluruhan, meskipun posisi struktural Palang Merah Indonesia (PMI) dalam sistem 

pelayanan darah menjadi lebih setara dengan penyelenggara lain, tuntutan normatif terhadap Palang Merah Indonesia 

(PMI) justru semakin tinggi. Palang Merah Indonesia (PMI) dituntut untuk memenuhi standar mutu, keamanan, dan 

akuntabilitas yang lebih ketat seiring dengan penguatan pengaturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023. 

VII. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan darah memiliki keterkaitan 

yang sangat erat dengan keselamatan manusia. Pada permasalahan mengenai keamanan darah tidak hanya berkaitan 

dengan aspek medis semata, tetapi juga berhubungan langsung dengan pemenuhan hak untuk hidup serta hak atas 

kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan darah dapat 

dilaksanakan secara aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan, ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap aspek 

keamanan serta sistem pengawasan dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penguatan tersebut dapat mencerminkan adanya upaya untuk meningkatkan 

perlindungan terhadap masyarakat, khususnya bagi penerima transfusi darah yang berada dalam kondisi rentan. Peran 

yang dimiliki oleh Palang Merah Indonesia (PMI) tetap diakui sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam 

penyelenggaraan pelayanan darah, sekaligus memikul tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan darah yang 

dikelola. Penguatan perkembangan tanggung jawab tersebut tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, 

tetapi juga merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap hak atas kesehatan. Agar perlindungan tersebut dapat 

terlaksana secara efektif, diperlukan pelaksanaan peraturan secara konsisten yang disertai dengan mekanisme 

pengawasan yang berjalan secara optimal. 
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